
BUPATI PRINGSEWU
PR0V1NSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

SALINAN

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI1A ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 agar dapat beijalan tertib, teratur, efektif,
efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang
perlu untuk menyusun standar belanja sebagai
pedoman bagi pelaksana taegiatan yang bersumber
dari Anggaran Pcndapatan dan Dclanja Dacrah
Kabupaten Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintab
Kabupaten Pringeewu Tahun Anggaran 2018;

1- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republic Indonesia Tabun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubük Indonesia
Nomor 3851);

2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Herbendaharaan Negara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambaharÉ
Lcuibaraii Negaia Republik Indonesia Nomor 4400);/W



5. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6, Undang-Undang Nuiuur 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pueat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438|;

7* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pernbemukan Kabupaten Pnngsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1 85, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932];

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nurnor 244, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587|
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nemer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kalt
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nemer 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negaraf
Republik Indonesia biomor 4712); /W



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

14. Peratunui Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Infortnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telab diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14Q,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Honor 70 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pertgawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nuruur 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5352);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Ptemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemenntahan |Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012
tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara. Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
678);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomod
2036); AH



29- Peraturan Meuten Palam Negen Nomnr 33 Tahun
2017 tenten# Pedoman Penyusun Anggaran
Pendapatan dan Betenja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017
Nomor 825);

30- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/
2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

32. Peraturan Daerah kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Ferangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
ANGGARAN 2018.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Dupari ini yang dimaksud dengun

L Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

5. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah sdaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melak
pengelolaan keuangan daerah.



6. Pemegang Kekuasaan Pengelclaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karera jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelcla Keuangan Oaerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kcpala Satuan Keija Pcngclola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan AFBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

8. Bendahara Um™ Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
aebagai bendahara umum daerah

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

10. Penggana Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat
Pemegang Kewenangan Penggana Anggaran/
Penggana Barang untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Fengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan
sebagian Kewenangan Fengguna Anggaran/Pengguna
Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi OPD.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang
selanjutnya disebut FFK-OPD adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada
OPD.

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Keija OPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional
yang ditunjuk untuk mencrima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan AFBD pada OPD.

15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatauaaltakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rsngks
pelaksanaan AFBD pada OPD.

16. Program adalah penjabaran kebjjakan OPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai basil yang terukur sesuei dengarj
misi OPD. W



17. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit keija pada
OPD sebagai bagran dan pencapaian sasaran terukur
pada auatu program dan terdiri dari aekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknolögi, dana atau
kombinasi dan beberapa aLau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghaadkan keluaran (output) dalem bentuk
barang/jasa,

18. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nüai kekayaan bersih.

19. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.

20. Pembiayaan Daerah adalah aemua penerimaan yang
periu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahuntahun.
anggaran berikutnya.

PaaalZ

Standar Belanja merupakan acuan tertinggi belanja
kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten
Pringsewu.

Paaal 3

Stander Belanja digunakan sebagai Pedoman bagi
Organisasi Pferangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (RKA-OPD) dan pelaksaaan Kegiatan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (DPA OPD).

Pasal 4

Terhadap uaulan biaya kegiatan yang bclum diatur dalam
Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh OPD/Unit
Keija dilingkungen Pemerintah Daerah Kabupaten
Pringsewu harus melalui Kajian dan AnaLisa dari Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang
perhitungannya dilakukan secara propcraional dan dapat
dipfrtanggungjawabkan dengan menganut prinsip eSaien,
efektif, bersaing, transparan, akuntabel danf
mencantumkan besaran biaya yang diberikan. jfl



Pasal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, maka segala sesuatu yang
mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu
pada Standar Belanja dimaksud.

Pasal 6

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
secara rinei tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini denman
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringaewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal jq stoter 20 7
BUFATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringaewu
pada tanggal ^ber 20 7
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR PD

WASKH O SURYANTO,S.H.,S.IP.,M.H

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



LAMFIRAN : PERATURAN BUPATI PRINQSEWU
NQMQR ; a'
TAHUN : 2C17

STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN FRINGSEWU

TAHUN ANGGARAN 2018

I. Honorarium Pengdola Keuangan, Rarang Kegiatan

a. PengeloU Anggarati/EUrang pada OPD

1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menunit jumlah pagu
anggaran OPDdengan rincian sebagai berikut:

No Pengguna Anggaran Saturn Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500juts O/B Rp. 700.000
2 Pagu anggaran diatas 500 jutas/d 1 Milyar O/B Rp. 800.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 900.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 1.000 000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 1.150.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 1.300.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 1.500.000

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang meiidapai honorarium menurut jumlah pagu
anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No Kuasa Petigguna Anggiran/Barang Satuan Biaya
1 Pagu Anggaran s/d 500juf^ Ö/B Rp 400.000
2 Pagu anggaran diatas 500jutas/d I Milyar O/B Rp. 500.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyars/d 2,5 Milyar O/B Rp. 600.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 700.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyars/d 10 Milyar O/B Rp. 800.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar

P
O/B Rp. 900.000

7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 1.000.000

3. Pejnbot Penutausahoan Kcuangan-OPD mcndapat honorarium menurut jumlah pagu
anggaran dengan rincian sebajsai berikut:

No Pejabar Peuatausahaan Keuangan Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500 jula O/B Rp. 400.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 500.000
3 Pagu anggaran diotos 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 550.000
4 Pagu anggaran Batas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 600.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyars/d 10 Milyar O/B Rp. 650.000
6 Pagu anggaran diafan 1 0 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 700.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/R Rp 800.000



4. Pejabat Pembuat Komitmen mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran
yang mciijadi tanggung jawab yang bcraangkutau dcnganrincian scbagai bcrikut

No Pejabat Pembuat Kcmitmen Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500jute O/B Rp. 750OW
2 Pagu anggaran diatas 500 jutes/d 1 Milyar O/B Rp. 1.000.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp 1.250.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar sd 5 Milyar O/B Rp. iJOO.ÖOQ
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 1 ,750.000

6 Pagu anggarandiatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 2.000.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 2250.000

5. Pejabal Pelaksana Teknis Kegjatan mendapat honorarium menurut jumlah selutuh
pagu anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkuten dengan
rincian sebagai benkui:

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500jute O/B Rp 300.000
2 Pagu anggarandiatas 500 jutes/d 1 Milyar O/B Rp. 350.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 45Ö.Ö00
4 Pagu anggarandiatas 10 Milyir s/d 50 Milyar O/B Rp 550.000
5 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp 650.000

6. Tenaga Teknis Lapargon Pekerjaan mendapat honorarium menurut jumlah pagu
anggaran dengan rincian sebagat berikut

No Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d500jut» O/B Rp 200.000

‘

2 Pagu anggarandiatas 500 jute s/d 1 Milyar O/B Rp 250000
3 Pagu anggarandiatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 300.000
4 Paguanggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar _ O/B Rp 350.000
4 Pagu anggarandiatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp 400.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 450.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 500.000

7. Berdahara Penemnaan aten Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut
jumlah pagu anggarandengan rincian schagai berikut:
a, Bemdahara Pengeluaran

No Bendahaia Pengeluaran Satuan Biaya
1 Paguanggaran s/d 500 jute _O/B Rp. 300,000

2 Pagu anggarandiaias 500 jute s/d 1 Milyar O/B Rp. 400.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 500.000_
4_ Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar a/d 5 Milyar O/B Rp 000.000
5 Pagu anggarandiatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 700.000
6 Pagu anggaran diatas 1 0 Milyar a'd 50 Milyar O/B Rp 800.000
7 Pagu anggarandiatas 50 Milyar O/B 900.000
fi' "

Bendaiiars Pengeluaran SKPKD diatas 100 Milyai O/B Rp ï.500.000
JM



b Bendahara Penenwaar

No
1

Bendahara Peneritnaan
Pagu anggaran s/d 500juta

Satuan
O/B

Biaya
Rp. 300.000

2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 400.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 450.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 500.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 600.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 5« Milyar O/B Rp. 700.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 800.000

8_ Sendahma Pencritnaan Pcmbsntu atau Bcndahara Pcngduaran Pctnbantu mcndapat
honorarium menunit jumlah paguanggaran dengan rinctan sebagai berikut
a Bendahara Pengeluaran Pembantu

b. Bendahara Penerimaan Pembantu

Nu Bcndahara Pcngduaran Pcrnbantu Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500juta O/B Rp. 200.000
2 Pagu anggaran diatas 500 jutas/d 1 Milyar O/B Rp. 300.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 350.000
4 Pagu anggaran dia&s 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 400.000
5 Pagu anuaarandiatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 450.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp 500.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 600.000

No BendaharaPererimaan Pembantu Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500juta O/B Rp 200.000
2 Pagu anggaran diatas 500 jutas/d 1 Milyar O/B Rp 250,000

3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp 300,000
4 Pagu anggarandiatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp 350.000
5 Pagu anggarandiatas 1 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp 400,000
6 Pagu anggarandiatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp 450,000
7 Pagu anggarandiatas 50 Milyar O/B Rp. 500,000

9. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran wendapat honorarium
menurut jumlah pagu anggaran dengan rincwn sebagai berikut:
a, Pcmbantu Ecndahara PengduAnui

1

No Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500juta O/B Rp. 200,000

2 Pagu anggarandiatas 500 jutas/d 1 Milyar O/B Rp. 250.000
3 Pagu anggarandiatas 1 Milyar s/d 2,5Milyar O/B Rp. 300,000

4 Pagu anggtrandiatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 350.000
5 Pagu anggarandiatas jMilyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 400,000

6 Pagu anggarandiatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 450.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 500.000



b. Pernbantu Bendahara Peneriniaan

No Pernbantu Bendahara Penertmaan Satuan Biaya
1 Pagu anggaran Vd 500jute O/B Rn 150.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B RP 200.000
3 Pagu anggaran diaïas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 250.000

4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar i'd 5 Milyar O/B Rp 300.000
5 Pagu aiiggaraii drains 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp 350,000

6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp 400.000
7 Piagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 450.000

10. Pemgurus Barang Pengguna dan Pernbantu Pengurus Barang Pengguna, serta
Penguins Barang Pernbantu di Kuasa Pengguna pada OPD tnendapat honorarium
menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:
a. Pengurus Barang Pengguna dan Pernbantu Pengurus Barang Pengguna

No Pengurus Barang Satuan Biaya

1 Pengurus Barang Pengguna Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Dinas Peketjaan Utnrm dan
Perumahan Rakyat, Secretariat Daerah

OB Rp 750,000

2 Pengurus Barang Pengguna OPD selain
sebagaimana tersebut padaanj^a 1

OB Rp 500 000

3 Pernbantu Pengurus Barang Pengguna Dinas
Fendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Fcrumahiiii Rakyat, SekrelariaL
Daerah

OB Rp. 500.000

4 Pernbantu Pengurus Barang Pengguna OPD
selain sebagaimana tersebut pada angka 3

OB Rp. 300 000

b. Pengurus Barang Pernbantu dï Kuasa Pengguna

No Penytmpan Barang Saiiari Biaya

1 Pengurus Barang Pernbantu di RSUD OB Rp. 750000

2 Pengurus Barang Pernbantu di UPT Instalasi
Fannasi Dinkes

OD Rp. 500 000

3 Fengurus Barang Pembantu di SMPN, Puskes,
UPTO

OB Rp 200000

4 Pengurus Barang Pembantu di SDN, Pustu dan
Kelurahan

OB Rp. 150.000

b. Bclanja Operational, Tambahan Fcnghasilan, HonorPclaksana Kogiatan

No Uraian Satuan
3

Biaya
1 2 4
1 Operasjonal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daetah

a. Hupati O/T Rp. 225.000.000
b. Wakii Bupati O/T Rp. 175,000.000
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2 a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pejabat Struktural
1 Setnstans Daerah O/B ftp. 15.000.000
2 Asisten O/B Rp 12.500.000
3 Staf Ahh Bupafi O/B

"

Rp. 10.000.000
4. Kepala Badan/Kepala Dinas/Sekwan/lnspektur O/B Rp. 6.500.000
5. Kepala Kantor/Kepala BagiawDirektur RSUD/

Sckiclaiis BPKAD} Bappeda, Bapcnda, Inspcktorat
O/B Rp. 3.500.000

6. SekretenS KPU, Camut, Sekretaris Kcrpri, Lrtwn
Inspektorat Kabid BPKAD. Kabid Bappeda dan
Kabid Bapenda

O/B Rp. 3.000.000

7. Sekretans Badan/Dinaa/lnstansi Lainnya O/B Rp 2.5ÖO.O0O
it, Kabid padaBadan/Dinas/lnstansi Lainnya, Sekcam O/B Rp. 1.500.000

Kaiubbag/Kaaubid pada BPKAD, Bapenda dan
Bappeda, Kepala UPT pada Bapenda dan Kasubbag
pada Inspektorat

O/B Rp. 1.500.000

10. Kasubteg Protokol pada Sekretariat Dacrah,
Sckretanat DPKD dan Lurah

1 1 . Kasubteg pudu Sckrclariat Dacrah dan Sekrdariai
DPRD

O/B
"

O/B

Rp. 1.250.000

Rp. 1.000.000

12. Kasi / Kasubbag / Kasubbid / Kasi Kecamataa
KepalaUPT Lainnya

O/B Rp. 750.000

1 3. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD O/B Rp. 750.000
14. Sekretaris Kelurahan dan Kasubbag TU UFT pada

Bapenda
O/B Rp. 600.000

15. Kaur KjelurahanZKasufabag Kecamatan/Korpri O/B Rp. 500.000
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

PejabatFungsional Auditcr/P2UPD
1. Auditor / JT-P2UPD Madya O/B Rp. 4.000.000
2. Auditor/ JF-P2UPD Muda O/B Rp. 3.000.000
3. Auditor/ JF-P2UPD Fertama O/B Rp. 2.000.000

3 Honorarium Hejabat Pengelola Keuangan Daerah
a. Kocrdinator Pcngclola Kcuangan Dacrah O/B Rp. 17.500.000
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/3UD O/B Rp. 15,000.000

c KuasaBlFD O/B Rp R 500 000
d. Kuasa BUD (Exelon IV) O/B Rp. 6,000.000
e. Staf Pqabat Pengdola Keuangan Dacrah (Eselon IV) O/B Rp. 4.500.000
f. Staf Pongelola Keuangan Dacrah(ASM) O/B Rp. 2.000.000
g Staf Fengelola Kenangan Daerah( Non ASN) O/B Rp. L0O0.0O0

4 Tambahan Peaghasilan Berdasarkan beban keijaNon ASN
a. (Jang piket Pol PP dan Petugas Damkar dan

Penanggulangan Eencana (hanya diberikan untuk yang
tnelaksanakan piket)

o/k. Rp. 30.000

b. Uang makan Pol PPt Damkar Penanggulangan Bencana
dan Petugas Pengendalian Operasional

O/B Rp. 450.000
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5 Tambshan Penghasilan Berdftsarkan Kelangkaan Profegi

a. Pci^uji Krnfb^^n Bcnuotur O/B Rp, 1.000,000

b- Andisis Kcpcgawaian O/D Rp. 750.000
6 Tunjangun Resiko Tinggi

a, Pctagas Pcmadam Kebakaran dan Pcnanggulangan
Bencam

O/B Rp. 500.000

b. Teknisi KeUstnkan O/B Rp. 500,000

7 Honorarium Tim Anggaran Pemermtah Daerah
a. Ketua O/B

’

Rp. 4 000,000
b. Wakil Ketua/ Koordinaior O/B Rp. 3.500.000
c. Sekretaris O/B Rp, 3.000.0)0
d Anggota O/B

‘

O/B
Rp. 2.000.000

c. Koordiaator Sckrciariat Rp, 3.000,000
f. Anggota Sekretariat O/B Rp. 1.000.000

8 Honor Tim Vcnfikasi Pcngclolaan Hibah dan Bansos
a. Pengarah/Pembina O/B Rp. 750.000
h Pentueliat/Penanggxmgjawab O/B Rp. 750,000

c. Ketua O/B Rp 700.000
d. Wakil Ketua O/B Rp, 700,000
e. Sekretaris O/B Rp, 600,000
f. Anggota O/B Rp. 500.000

9 Honor Tim Sinkronisasi Program Pemhangunan Daerah
a. Koordinator Daerati O/B Rp, 2,500.000
b Wakil Koordicator O/B Rp. 2.000.000
c. Ketua O/B Rp. 2.000.000
d. Sekretaris
e. Koordinator Pelakssna §§ Rp, 1.750.000

Rp. 1.500.000
f Pelaksana O/B Rp. 1.250.000
g Staf ASN O/B Rp, 1,000.000
h Staf Non ASN O/B Rp. 300.000

10 Honorarium Tim Penyusunan LKPD, LKPJ dan LKD
a. Ketua O/B Rp. 2.000.000
b. Wakil Ketua / Koerdinator O/B Rp. 1,500.000
c. Sekretens O/B Rp. 1.250.000
d. Anggota O/B Rp. 1,000.000
e Koonjinstor Sekretarirt O/B Rp. 1.250.000
f. Anggota Sekretariai O/B Rp. 750,000

11 Honorarium Tim Review'LKPD, LKPJ, LAKIPdan APBD
a. Ketua O/K Rp. 3.000 000
b. Wakil Ketua/Koordinator O/K Rp. 2.500.000
c Sekretaris O/K Rp. 2.000.000
d. Anggota O/K Rp. 1.300,000

12 a. Honor Pengeloia Kegiatan Pimpinan Daeraii, Peliputan
dan Dokumentasi
1 Kah*g Humas dan Pnotokol O/B Rp. 2.000,000



1 2 3 4
2 Eselon IV pads Bagian Humas dan Protocol
3. Staf A$N
4. Staf Non ASN

O/B
O/B
O/B

Rp. 1.500.000
Rp. 1.000.000
Rp, 750.000

b. Honor Pcngclola Kegiatan Pimpinan Dacrah
1 . Pembina O/K Rp. 400.000
2. Pengarah O/K Rp. 350.000
3. Ketua O/K Rp. 250.000
4. Anggota O/K Rp 175.000

c. Honorarium Pengamanandan Pengawalan Pejabat O/B Rp. 1.800.000
13 Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Peraturan Daerah

a. Koordmator
b. Sekretaris
c. Anggota
d. Koordinator Sekretariat
e. Anggota Sekreiariai

/Nfiskah
/Naskah
/Naakah
/Nnskah
/Naskab

Rp. 2.000.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1.000,000

Rp. 1.000.000
Rp 750 000

14 Honor Tim Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi
a, Koordinator
b. Sekretaris
c. Anggota
d. Staf Sekretariai

/Perkara
/Perkara
/Perkara
/Perkara

Rp. 1.500.000
Rp. 1.250.000
Rp. 1.000.000
Rp. 500.000

15 Honor Tim Asistensi Penyusun dan Penjelasan Peraturan
Bupati
el Ketua
h Sekretaris
c. Anggota
d. Koordinalor Secretariat
e. Staf Secretariat

ZNaskah
/Naskah
/Naskah
/Naskah
/Naskah

Rp, 1.500.000
Rp. 1.250.000
Rp, 1,000,000
Rp. 1.000.000
Rp. 500.000

16 Honor Tim Kajian Hukiun Pemerintah Kabupatan
a. Pengarah
b. Ketua
c Sekretaris
d_ Anggota
e. Sekretanat

/Kajian
/Kjjian
/Kajian
/Kajian
/Kajian

Rp, L250.000
Rp, 1,200.000

Rp. 1,150.000

Rp, 1,100.000
Rp. 400.000

17 Honor Tim Pengdola JDIH
a. Ketua
b Sekretaris
c. Pokja UnitPengembamgan Web JDIH
d, Pokja Unit Dckumentasi dan Literasi Produk Hukurn
e. Anggota

O/B
O/B
O/B
O/B
O/H

Rp. 1,000.000
Rp. 750.000
Rp. 600.000
Rp. 600.000
Rp 500 000

18 Honor Tun Teknis Pewmasan Perjanjian Keija Sanaa
Daerah
a. Ketua /Naskah Rp. 750.000
b Sekretaris /Naskah Rp. 650.000
o. Anggota. /Naskah Rp. 500.000
d, Kocrdinator Sekretaiüt /Naskah Rp. 500.000
e. Anggota Sekrefariat /Naskah Rp. 300.000



1
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Honor Komumtas Intehjen Daerah
a. Dcwan Pembina

1. Ketua
2. Anggota

b. Dewan Pengurus
I. Ketua
2. Sekretans
3. /uiggulu,

c. Sekretariat
Staf Sekretariat

OZB
OZB

O/B
0/B
OZB

O/B

Rp. L500.0OO
Rp i non ooo

Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp. 400.000

Rp 200.000
20 a. Honor Tim Saber Punglr

1 Pembina O/B Rp. 700,000

2. Ketua O/B Rp. 650.000
3. Wakrt Ketua O/B Rp. 600.000
4. Ketua Pokja O/B Rp. 550.000
5. Anggota Pokja O/B Rp. 500.000

b. Sekretanat Saber Pungli
1. Sekretaris O/B Rp. 550.000
2. Anggota O/B Rp. 500.000

21 a. Honor Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapaian
Daerah
1 . Ketua
2. Wakii
3. Sekretans
4 Anggota

b Secretariat Tim
L. Ketua
2. Anggota

O/B
OZB
O/B
O/B

O/B
O/B

Rp. 2.000.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1,250.000
Rp. 1.000.000

Rp. 750.000
Rp. 500.000

22 Jasa Titiagu Abb / Ingtruktur 7 Naraswnbcr /Pcngajar /
Penceramah / Pemberi Materi Diktat / Bimtek / Kumis/
Seminar atau Kegratan Lainnya (Pusat & Provinsi) yang
ditetapkan atas dasar SK Bupati
a, Esckm I/Pcjabat Negara/ Dusen Tumu/yang disetaiakan
b. Eseton U/Guru BesorZ Dosen Tamu/yang disetarakan
C. Eselon III/ Dosen Tamii/yang di RetnraicMi
d. Esekm TV kehawah/ Dosen Tamu/yangdAetarakan
e. Penceramah Agama
f Moderator
g. MCdanDo’a

O/J
O/J
O/J
O/J
0/K

Q/materi
O/K

Rp. 1.200.000
Rp, 1,000,000

Rp. 800.000
Rp. 600.000
Rp. 5.000,000
Rp. 200.000
Rp. 200000

23 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur 7 Narasumber /Pengajar /
Penceramah / Pemberi Mated Diklat / Bimtek Z Kwsus/
Seminar atau Kegiatan Laitwya (Daerah) yang ditetapkan
atas dasar SK Pengguna Anggaran
a. Pengajar/Narasumbcr

I . Eselcm Il/Dosen Tamn/ying «üsetarakan
2. Esdon UUDosen Tamu/yangdisetaiakan
3, Eselon IV ketnwahZDoseii imuyang disetarakan

GUP
OfJP

O/JP

Rp. 500.000
Rp. 400.000
Rp. 300,000
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b Penceramah Agama
c. Mod^aior
d Instruktur
e MCdan Dirijen
T Biaya Poubuaten Maten
g. PenatanPengajar

l , Penatar/Pengajar Gol IV
2. PaMtnr/Pengsjar Gd UT

h Prisöh Paridhraka

0/K
O/Matert

Q/JP
0/K

O/Maten

O/J
O/J
O/J

Rp. 2.000.000
Rp 100,000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp, 250,000

Rp. 350.000
Rp 300,000
Rp. 100.000

24 Tim Pernlai / Juri / Wash / Dewan Hakim kegiatan Lomba
dan kegiatan sejenisnya
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota

O/J
O/J
O/J

Rp^ 75.000
Rp. 60.000
Rp. 50.000

25 Insentif Tenaga Keagamaan
a. Insenuf Marbot
b Rohaniawan
c. GuiuNgaji
d. PPN/Penghulu

O/T
O/T
O/T
O/T

Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.000
Rp, 1.000.000
Rp loonooo

26 HnnorariiiTn Tenaga Teknis Terlatih
a, Tim Pakar Fraksr DPRD Kabupaten Pringsewu
b Tenaga Ahli Konnsi DPRD Kabupaten Pringsewu
c, Personil Korsik

O/B
0/B
O/B

Rp. 2.275,000
Rp. 2.275.000
Rp, 200,000

27 Honor Temga Teknis Lainnya
a. Kader Posyandu
b. Penjaga Stand
g. PctugasPJK

O/B
O/H
O/K

Rp. 35.000
Rp. 100,000
Rp. 100.000

28 HüuünriuiH Tim Koordinasi PeJaksanaan Penegskan
Peraturan Daerah
a. Ketua
b. Wakü Ketua
c. Anggota

O/K
O/K
O/K

Rp. 150.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000

29 Honorarium Tim Koordittasi Pdaksana Pengamanan dan
Kamtibmas pada Kecamatan
a, Uspjka(CamuL, Dannunil dan Kapolsck)
b. Kasi Tibura Keesmatten
c. Rahinsa/Rabinkarntihmas

O/B
O/B
O/B

Rp. 1.000.000
Rp. 700.000
Rp. 250.000

30 Honorarium Opeiatott/Admin/Pengeioia Advis
a Operator Mesin Porporasi OPD dan SKRD
b. Admin RUP, TEPRA, LRFK
c. Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/ Satker

(1 Orang)
d, Kocrdinator dan Operator Komputcr Gaji (SIM Gnjï).

Administrasi Pajak (DTH/RTH), Knordinator dan
Administrasi/Operator SPD, Administrator SIMDA
pads BPKAD, Operator SIMKEDES, Pcngdoia Advis.
Opetatoi Consul PBBi BFHTB, Admin Omspan

O/B
O/B
O/B

O/B

Rp. 250.000
Rp. 150.000
Rp. 200,000

Rp. 300.000
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e. Operator Komputer Peuatausahaan Keuangan pada

Satuan Keija Fcngelola Keuangan Dacrah (SKPKD)
f. Operator Komputer SIMDA-SKPD (Perencanaan dan

Petiatausahaan Keuangan2 Orang)

O/B

O/B

Rp. 200,000

Rp, 200.000

31 Honorarium Non ASN!Tenaga Kontrak SK Bupati
a Petugas Keberjihan
b. TeragaPengoperasional dat berat/pengemudi
c. Penjaga Kantor
d. Pol-PP
c. Tutinga PungopcTHsioiial SlAK/E-KTF/Pajak
f Pengamanan Kehutmun(PAMHUT)
g Satgas Damkar dan Penanggulangan Bercana
h. Penjaga Pntu Air/Bendungaii

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

Rp, 1,250,000
Rp. 1.250.000
Rp. 1.250.000
Rp. 1,250.000
Rp. 1.230.000
Rp. 1.250.000
Rp. 1.250.000
Rp. 1.250.000

37. Honor Majelis dan Sekretariat Majelis Perttnabangan
Tuntutan Portendsharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-
TPGR) Keuangan dan Bating Daerah Kabupaten
Pringsewu
a. Pembina
b Ketua
c. Waki] Ketua
d. Sekretaris
e. Anggota
f Ketua Sekretariat
g. Tim Teknis Sekreiariat
h Anggota Sekretanat

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

Rp. 1.000.000
Rp 800000
Rp. 750.000
Rp. 700.000
Rp. 600.000
Rp. 700.000
Rp 600.000
Rp. 500.000

33 Honorarium Penunjang Pcngembangan / Penelitian ƒ
Perekayasaan
a. Ketua Pcnehti
b. Koordinator Pcnclrti
c. Sekretanat Peueliti
d. Pengolahan Data
e, Petugas Survey
f. Petugas Lapangan
g. Pcmbuat Jumal Kelitbangan

O/B
O/B
O/B

Peneliban
Responden

O/H
Jumal

Rp. 250.000
Rp. 200,000
Rp, 150,000
Rp, 1.500,000
Rp. 8.000
Rp. 50.000
Rp, 200,000

34 Honorarium Tenaga Medis dan Paramedis sebagai
Pegawsi Tidak TetapPTT
jl Dokter PTT
b, PentwatPTT
c. BidanPTT
d. TenagaKesehatanLainnya
e. intersip Dokter PTI

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

Rp, 2,500.000

Rp. 1.500.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1.000.000
Rp. 500.000

35 Honor Pengelola Obst/Vaksm
a. Pengelola Obat Instalasi karmast Dinas
b, Pengelola Obal Oudaug Puskcsnias
c. Pengelola Vaksin Dinas
i Pengelola Vaksin Pn^kesmas
e. Staf Pengelola Instaïasi Farmasi Dinas Non ASM

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

Rp. 250.000
Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 75.000
Rp. 50.000,



1

1
36

2
Honorarium Pengawas Pendidikan
a, Honorarium Pcngawas TK
b. Honorarium Penguwtu SD
c Honorarium Pengswas Rumpun
4. Honorarium Pengawas Pendidikan Agama Islam
e, Honorarium Pengawas Pendldikan Masyarakat

3

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

4

Rp. 300.000
Rp. 300,000

Rp. 300.000
Rp. 300.000
Rp. 300.000

37 Honorarium Non ASM bagi Pendidik dan Non Pendidik
a. Honorarium Pendidik
b. Honorarium Non - Pendidik

O/B
O/B

Rp. 150.000
Rp. 150.000

38 Honor Pendamping, Operator dan Koordinaloi PKH
BNPT
a. Pendamping dan Operator PKH/BNPT
b. Tim Kcordmasi PKH/BNPT

1. Pengarah
2, Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

c Koordinaior K ahupaten (Korkab)PKH/BPNT
d, PetugasKeamanar PenyaJuran Bantinn PKH/BPNT

O/B

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

Rp. 350.000

Rp. 350.000
Rp. 350,000
Rp, 350.000
Rp. 350.000
Rp. 500.000
Rp. 200,000

39 Honor Tagana dan Penjaga Gudang Bufferstock
a. Tagana
b. Penjaga Gudang Bufferstock

0/B
0/B

Rp, 200,000
Rp. 200.000

40 Honor Tenaga Kesejahteraan Sostal Keesmaten (TKSK)
dan Peket]a Sosial Masyarakat (PSM)
a. Tertaga Kesejahteraan Sosial Kccamatan (TKSK)
b. Pckcrja Sosial Masyarakat (PSM)

O/B
O/B

Rp, 300.000
Rp. 250.000

41 Horror Tim Profes! Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
a Pengurus LK3

1. Fenanggungjawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4, Bendaharu
5. Anggota

b. Tim Profesi LK3
1 Pekeija Sosial
2. Fsikolog
3. Polis!
4 Advokad
5. Tenaga Konselor
6. Teruga Kesehatan

O/B
O/B
O/B
O/B
O/B

O/B
0/B
O/B
O/B
O/B
O/B

Rp. 500.000
Rp 400.000
Rp. 350,000
Rp. 300.000
Rp. 300.000

Rp, 400.000
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp, 400.000

42 Honor Petugas Pendaia PMKS dan PSKS
a. Honor Tenaga Input Data Base PMKS

1. Operator Dita Base PMKS
2. Koordinator Wilayah Kccamatan
3. Petugas Pendataan PMKS danPSKS

b_ Honor Peingas Verifïkasi dan Validasi Data Keniiskinan

O/B
O/B
O/B
O/K

Rp. 200.000
Rp. 200,000

Rp. 150.000
Rp. 600,000 1
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43 Honor Pendampiiig Asistensi Sosial Penyandang

Disabilita&^sistciisi Sosial lanjut Usia. KUBE
Pendatnpmg Program KS (Pnsat)
a. Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disability O/B Rp. 200.000
b. Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia O/B Rp. 200,000
c. Pendamping KUBE O/B Rp. 200,000
d. Pendamping Program KS O/B Rp. 200.000

44 Honor Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah(TP2GD)
a, Tenaga Ahli (Praktisi, Akademisk Pakar, Sejarawaïi) O/B Rp. 1.500.000
b. Tenaga dan Instansi Laimtya O/B Rp- 1.500.000

45 Honorarium Pengelote Radio Peineiintah Daerah
a, DewanPemgawas

1. Ketua O/B Rp. 750.000
2. Wakil Ketua O/B Rp. 650.000
3. Anggota O/B Rp. 650.000

b. DewanDireksi
1. Diruktur Utama O/B Rp. 600.000
2. Dircktur Tcknjs O/B Rp. 550.000
3 Direktuc Pemberitmn O/B Rp. 550.000

c PenanggungjawabPenyeknggara Siaran
1. Pelaksana Program Siaran O/B Rp. 500.000
2. Pelaksana Pembawa Benta O/B Rp. 500.000
3. Pelaksana Tekms Studio Radio O/B Rp. 500.000
4. Pelaksana Tekuis Pemancar Radio O/B Rp. 500.000
5, Pelaksana Tekuis Kebersihan O/B Rp. 500.000
6 Pelaksana Tekms Kebersilian O/B Rp. 500.000

c. Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaan dan LPSE adalah sebagai berikut:
L Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaan

No Uraian Satuan Biaya
1 Ketua Unit Layanan Pergadaan O/B Rp. 1.000.000
2 Sckretans Unit Layanan Pengadaan O/B Rp- 750.000
3 Kepala Sub Unit Layanan Pcngadaan O/B Rp- 500.000
4 Anggota SubUnit Layanan Pengadaan O/B Rp- 350.000

2, Honorarium Pelaksana LPSE

No Uratan Satiian Biaya
1 KcpaiaLi’Sl O/B Rp. 1,000.000

2 Sekretaris LPSE O/B Rp 750.000
3 Kepala Sab Unit LPSE O/B Rp. 500.000
4 Anggota SubUnit O/B Rp. 350.000 (



d Honoranim Fejabat Fengadaan dan Kelompok Kega ULP adalah sebagai berikut

No Uraian Satuan Biaya
J 2 3 4
1 Honorarium Pejabal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah O/B Rp. 400,000

2 Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan mlai Pagu s d
200 jt
a. Ketu* Pokja ULP O/P Kp 250.000
b Anggoia O/P Rp 225.000

3 Fagu Fengadaan Barang/Konstruksr dengan nilai Pagu
>200 jt s,d 500 jt
a. Ketua Pokja ULP O/P Rp 300.000
h Anggota O/P Rp 275.000

4 Pagu Pengadaan Larang/Konstruksi dengan nilai Pagu
>500jt s.d 1 M
a. Kjetua Pokja ULP O/P Rp. 350.000
b Auggota O/P Rp. 325.000

5 Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu
>lMs.d 2,5M
a. Ketua Pokja ULP O/P Rp. 450,000
b Anggota O/P Rp. 425.000

6 Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu diatas
2,5 M
a. KetuaPokja ULP O/P Rp. 500.000
h Anggota O/P Rp. 475.000

7 Pagu Peagadaan Jasa Konsultonsi dengtin nilai Pagu s,d
50 juta
a. KetuaPotja ULP O/P Rp. 200.000
b. Anggota O/P Rp, 175.000

8 Pagu Pengadaan Jasa Konsuftansi dengan ntlai Pagu> 50 jt
sJ 200 jt
a, KetuaPolqa ULP O/P Rp. 300.000
b. Anggota O/P Rp, 275.000

9 Fagu Fengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
>200jt a.d 500 jt
a. Ketua Pokja ULP O/P Rp, 400.000
h Arggfita O/P Rp. 375.000

10 Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
>500jts.dlM
a. KetuaPotjaULP O/P Rp. 500.000
b Anggota O/P Rp. 475.000

11 Pagu PengadaanJasa Konsultansi dengan nilai diatas 1 M
a, Ketua Pokja ULP O/P Rp. 600.000
b. Anggota O/P Rp. 575.000

*



e Honorarium Tim/Pejabat Pemenksa/Penenma.Hasü Pekerjaan adalah sebagai berikul:

f Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Inspektorat

No Uraian Satuan Biaya
1 2 3 4
1 Honorarium Pejabat Pemenksa/Penerima Hasil Pekerjaan O/B Rp. 300.000
2 PaguPergadaan Barang/Jasa dcngan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt

a. Ketna O/P Rp. 200.000
b Sekretaris O/P Rp. 175.000

Rp. 150.000c. Anggota O/P
3 Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M

a. Kctua O/P Rp. 250.000
b. Sekretaris O/P Rp. 225.000
c. Anggota O/P Rp. 200.000

4 Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M
a. Ketua O/P Rp. 300.000
b. Sekrctaris O/P Rp. 275.000
c. Anggota O/P Rp. 250.000

3 FaguPepgadaan Barang/Jasa diatas Rp. 2,5 M
a, Kctua O/P Rp. 350.000
b. Sekretans O/P Rp, 300,000
c. Anggota o/P Rp. 275.000

No Uraian Satuan Biaya
1 Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Paket Rp. 3.000,000

a Biaya Proses Pengurnpulan Data
b Biaya Transportasi Tim ke Lokasi
c. Uang Lembur Tim
d. Biaya Penyusunan Lapoian

g. Honorarium Panitia dan Sukxulariat Sclcksi Pengisiandan Mutasi JPT Pr^r^ma

No Uraian Satuan Biaya
1 a. Honorarium Panitia Seleksi Pengistan JPT Pratama

1. Ketua OvK Rp TOOO.ÖtxF
2. Sekretans O^K Rp. 6.500.000
3. Anggota O/K Rp. 6.000.000

b. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi JPT Pratama
1. Ketua OK Rp. 5.000.000
2. Sekretaris O/K

&K
Rp. 4.500,000
Rp. 4.000,0003 Anggota

c. Honorarium Sekietanal Panitia SeJeksi Rengisian JPT
Pratama
1. Ketua O^B Rp. 3000.000
2. Selcretaris OB Rp. 2,500.000
3, Anggota O/B Rp. 2 000.005



h. Honorarium 1tra dan Sekretanal Bapegakat

i. Honorarium Pembimbing/Menior Peserta Diktat

No Uraian Saluan Biaya
1 a. Honorarium Tim Baperjakal

1 Ketua O/B Rp. 850.000
2. Sekretaris CkB Rp. 750,000
3, Anggota (VB Rpi 650.000

Ji. Honorarium Seknetariat Baperjakat
1. Ketua OB Rp. 350.000
2. Sekretaris OB Rp 300.000
3. Anggota OH Rp 200.000

No Uraian Satuan Biaya
1 Honorarium Pembimbing/Menfor Peserta Diktat

a. Honor Mentor Diklat PIM H
h Honor Mentor Diktat P1M 111

O/K
Q'K

Rp. 500.000
Rp 400.000

c. Honor Mentor Diktat PIM IV OIL Rp 300.000
<L Honor Mentor Prajabatan OK Rp 250.000

j. Uang Lembur

1 a Honorarium Kegiatan Diktat Prajabatan dan PIM IV
L LassionOfficer OIL Rp. 1000.000
2. Evalnasi Penyeienggaraan OK Rp 1500000

U. Biaya Pcndidikaa dan Bcasuswa
& Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawat yang mengituti Pendidikan dan Pelatihan

Penjenjangan diberikan uang saku selima pendidikan:

No Uraiari Santin Biaya
1 Uang Lembur (Lembur Maksimal 30jam kerja/orang

per 1 bulan, maksimal per hari 3 jam)
a Golongan IV O/J

O/J
CW
O/J

Rp 17.000
b. Golongan III
c. Golongan II
d. Golongan I

Rp. 15.000
Rp. 12.000
Rp. 10.ÖÖ0

e Non ASN O/J Rp. 9.000
2. Uang Makan Lembur sebesar Rp. 25 0OÖ?-/org

(diberikan kepada semua golongan secara berturut-turut
minimal 3 Jam Lembur dan diberikan maksimaJ 1 kali
per tiari)

O/K Rp. 25.000

NO Uraian Satuan Biaya

l Belanja Diktat PIM :
Rp. 10.000.000^
Rp. 5,000,000

a Diktat Penjenjatigan PIM n O/K
b. Diktat Fenjenjangan PIM III O/K
c. Dtklst Penjenjangan PIM TV O/K Rp. 2.000,000



b. Biaya Penginman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantrt atau
Fungsional

Ket : X - sesuai dengan biaya yang direntukan penyelenggara.

NO Uraian Satuan Biaya (Rp)
1 Belanja Kursus-kuisus singkat / pelatihan / Bimtek/

Workshop / Lola Karya dan scjcnisnya:
a. Didalom Wilaynh KabupOten Pnngsewu Uang

Sakudan Bantuan Transport Peserta
O/H Rp. 50.000

b. Kelumr Wilayah Pringscwu (Provinsi Lampung):
1. Biaya Kontribusi O/H X
2. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai

PerütuJrtii Bupati teotung Peijnlannn Pinas)
O/H X

c Kduar Wilayah Provinn Lampung:
1. Biaya Kontribusi Org/Agkt X
2. Uang Saku dan Transport PP Peserta

(sesuai Peraturan Bupati tentang Pegalanan
Dinas)

Org/Agkt X

c. Biava Pendidikan Tugas Belajar ASM yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat Pelaksana.
Penyelenggara

No Uraian Saiuan Biaya
1 2 5 4
1. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

Dalam Negeri;
a Uang Saku, Uang makan dan pondokaa
b. Bantuan Tugas Akhir/Bukti/RefeTenji/Skripsi/

Wisuda
Luar Negen/Douft/e Denree
a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan
b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Sknpsi/

Wisuda
c Bantuan Administrasi Keimigrasian
Catalan:
Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan
dcngan tarif yang bcrlaku pada saat dan tempat
pendidrian yang menjsdi mitra ketja

O/B
Oig/Ailgk

Org/Angk
Oig/Angk

Ofg/Angk

Rp. 9OO.(KX)
Rp. 2.500.000

Rp. 2 0)0.(00
Rp. 4.000.000

Rp, 1,500,000

2. Belonja Beasiswa Tugas Belajar SI
Dalam Negeri:
a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan
b. Bantuan Tugas Akhn/Buku/RcfcrcnsVSkrïpsi/

Wisuda
Luai Ncgcn/£>rju5/ff Degree
a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan
b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/

Wisuda
c. Bantuan Adniinistrasi Keiintgrasian
Catalan:
Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan
dengan tarif yang beriaku pada saat dan tempat
pendiditan yang menjadt mitra keija.

O/B
Oïg/Angk

Org/Angk
Otg/Angk

Oïg/Angk

Rp 1 000 000
Rp. 3.000,000

Rp 2.500.000
Rp, 5.000,000

Rp. 1.500,000



i 2 3 4

3. Belaaja Beasiswa Tugas Belajar S2
Dalam Negen:
a. Uang Saku, Uang makaa dan pondokaa O/B Kp. L5ÜÜ.UW
b Baniuan Tugas Akhn/Bukii/Referensi/Slcripsi/

Wisuda
Ofg/Angk Rp 3.000.000

c Bantnan biaya peadampingan beaskwa
pendidikan bagi dokter umum/dokter gigi untiik
meianjutkanke dokter spesialis

Luar Negen/DGuA/e Degree

O/B Rp. 2,500.000

a Uang Saku, Uang makan dan pondokan Org/Angk Rp 3.000,000
b. Bantuan Tugas AkinTBuku/Reterensi/Sknpsi/

Wisuda
Oïg/Angk Rp. 6.000.000

1
c. Bantuan Administrasi KeitnigrasiEin

Catalan:
Besaran bïaya kontribusi peserta. digesuaikan
dengan tarif yang berlaku pada saai dan tempat
pendidikan yang menjadi mitra kerja.

Org/Angk Rp. 1.500.000

d Biaya Pendidikan Tugaa Belajar bagi ASN yang sehrnih biayanya ditanggung oleh
Pemeriniah Pusat/Pelaksana/Penydenggara

NO Uratan Satuin Biaya

Rp. L000.0001. Bïaya Bantuan Uang Saku/Uang Matan Dalam
Negen

O/B

2. Bïaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Luar
Negeri

O/B Rp. 2.500.000

e. Biaya Pendidikan Cakm Peserta Diklal Fungaonal Perancang Peraturan Perundang-
undangan

No Uiaian Satuan Biaya

I. Biaya Korrtnbusi Pcscrta O/B Rp. 39.500,000

ILL Beianja Barang/Jasa Pemeliharaaa dan Beianja Lainnya

No Unitan Satuan Biaya Keterangan
ƒ 7 J * 5

1. Bclanja Tclcpon U/B Disesuaikan Sciuruh OPD
2. Bclanja Lisoik U/B dengan tagihan

rekening
3. Biaya Air/PAM U/B
4. Belarya KawaÜF<2wn/WInternet U/B



ƒ 2 J 4 5
5. Belanja AUt Tdis Kantor

a Pagu anggaran s/d 1W juta
b, Pagu anggaran 100 s/d 300juu
c, Fagu anggaran 300 s/d500juu
d. Pagu anggaran 500juta a/d 1 mdiar
e. Pagu anggaran dislas 1 miliar

/Kegmtan Rp 750 000
fKegiaian Rp. 1.500 000
TCegialan Rp. 2.000,090

TCegiatan Rp, 2.500,000

OCegiatan Rp. 3.500.000

Untuk kegiatan
Diking Bimtok,
Wokshop,
Sosialisasi dan
kegjatan
sejcnisnya
tnenyesuaikan
dengan jmnlah
pesertadan
kebutuhan

6. Belanja Dokumentasi dan Kegiatan
Prornosi Pembangunan:
a HITT Kabupaten Pringsewu Faket Kp. 30.000.00U

Termasuk
keiidaraanhias

7. Belanja Makanan dan Minuman
at Makan Minum Rumah Tangga

1) Bupad
2) Wakil Bupati

b. Tamian (KJ^ci Kotak)
c. Jamuan Makan WIP (Pusat&

Prov)
d. Jamuan Makan VIP
e. Snack lamu v VIP (Pusat & Prov)
f Snack Tamu VIP
£. Bush WIP(Pusai & Prov)
h. Bush VIP
1 Snack

U/B Rp. 25.000.000
U/B Rp. 20.000.000

O/Kotak Rp. 25.000
O/Pürsi Rp. 75.000

O/Pcrsi Rp. 50.000
U/Pürsi Kp, 50.000
OZPursi Rp. 40.000
O/Porsi Rp. 50.000
O/Pcrsi Rp 40 000
O/Kotak Rp 12.000

8. Biaja Pemelihaman Gedung Kantor
Radan/DinaR/KantQT

U/T Rp. 10.000,000

9. Bia^a Pemelihsraan Rumah Dinas:
jl Bupati
b. Wakil Bupati
c, Sekrstaris Daerah

i
i

U/T Rp. 50.000.000
U/T i Rp. 30.000,000

U/T I Rp. 20.000.000

10. Biaja Pcmeliharaaii Pendopo U/T Rp. 20.000,000

11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/
Gudang' Tempai
a. Gedung/kantor/ruang kega
b. Tempai Pcnyimpanan/Gudang

U/T Rp. 30.000.000
U/T Rp. 15.000.000

12. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Ruangan/RuangRapat/Pertemuan
Catalan;
Scwï gcdung pmcmuaa südali tennasuk
peralatan dan pslengkapaa pertenuai
(meja, loirsi, 5öimJ system, dU\ biaya
tebcrsihan dan pengamanan.

U/H i Rp. 3.000.000

4
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13. BelanjaSewa Sarana Mobilitas Darat

a. ILendnrann Bermotor Bus Roda 6
Besar (termasuk BBM dan Supir)

b. JCendaraan Bermotor Bus Roda 6
Sedang

e, Kendaraan Bermotor Roda 6 Trok
<1 Kendaraan Bermotor Roda 4
e. Kendaiaan Bermotor Roda 2

U/H

U/H

U/H
U/H
U/H

Rp. 3.500.000

Rp. 2.300.000

Rp. 1.500.000
Rp 500.000
Rp. 50.000

Sewa
Kendaraan
untukLuar
Frovinsi
disesusikan
dengar Harga
Real

14. Biaya Femel Kendaraan
Dmls/Operasional pada Sekretariai
DaeraibBadan/Dinas/Sekwan/BagiaW
Carnal dan Komisi
él Biaya Reparasi& Penggantian

Suku Cadang?
1. Mobil Minibus ( 1 000- 1 500cc)
2. Mobil Minibus diatas 1 500cc
3. Mobil Bus %, Bus Eesar,Truk
4. Sepeda Motor/Roda Tiga

b. Biaya Servis
L Mobil Minibus (1000 - 1500cc)
2. Mobil Minibus diotas 1500cc
3. Mobil Bus K Bus Besar. Trok
4. Sepeda Motor/Roda Tiga

c. Biaya Pembelian BBM
1. Mobil Minibus/Pick upBus
2. Mobil Truk Sampah
3. Mobil Pengawalan
4. Sepeda Mutur/Ruda Tiga

d. Biaya Pembelian Felumas
1. Mubil Minibus (1000-1500«;)
2. Mobil Minibus diatas 1 500cc
3. Mobil Bus.Truk
4 Sepeda Motor/Roda Tiga

e. Pembelian Accu
1. Mobil Minibus, Jeep
2. Mobil Rus^Truk
3. Sepeda Motor/Roda Tiga

f. Bantunn Pembelian Ban
Mobil Minibus (1000-1500cc)
1. Mobil Minibus diatas 1500cc
2. Mobil Bus, Trok
3. Sepeda Motor/Roda Tiga

U/T
U/T
U/T
U/T

U/T
U/T
U/T
U/T

U/B
U/B
U/B
U/B

U/B
U/B
U/B
U/B

U/T
U/T
U/T

U/T
UT
U/T
U/T

Rp. 3.500.000
Rp. 4.500.000
Rp. 5.800.000
Rp. 750.000

Rp. 1.500.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.500.000
Rp, 500.000

Rp. 2.000.000
Rp. 2.500.000
Rp. 3.000.000
Rp. 500.000

Rp. 400,000

Rp. 600.000
Rp. 600,000

Rp. 50,000

Rp. 800,000

Rp. 1.250.000
Rp. 200.000

Rp. 3.000.000
Rp. 4.500.000
Rp. 6.000.000
Rp. 300.000

15. Biaya Femeliharaan Kendaraan Dinas
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Dacrali Kabuputvii dan Piiupuiau
DPRD

%
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jl Bupati /Wahl Bupati

1 , Biaya Reparasi dan Penggantian
suku cadang

2. Biaya Service
3. Biaya Pembelian BBM/ Premix
4. Biaya Pembelian Pdumas
5. Pembelian Accu
6. Pembelian Ban

b. Sekretaris Daerah
1. Biaya Reparasi dan Penggantian

suku rafting
2. Biaya Service
3. Biaya Pembelian BBM/Premix
4. Biaya Pembelian Pdumas
5. Pembelian Accu
6. Pembelian Ban

c DPRD (Mobil Ketua/WakiE Ketua)
1. Biaya Reparasi dan Penggantian

sukucadang
2, Biaya Service
3. Biaya Pembelian BUM/ Premix
4 Biaya Pembelian Pdumas
5. Pembelian Accu
6. Pembelian Ban

U/T

U/T
U/B
UZB
U/T
U/T

U/T
U/T
U/B
U/B
U/T
U/T

u/r
U/T
U/B
U/B
U/T
U/T

R(L 30.000.000

Rp 15.000.000
Rp 5.500.000
Rp. 1.500.000
Rp 1.500.000
Rp. 9.000.000

Rp. 25.000.000
Rp. 10.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1.500.000
Rp. 9.000.000

Rp, 25.000,000
Rp. 10,000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1.500.000
Rp, 9.000,000

16. Beianja Jasa Kir Kendaraan Dinas/
Operasional

U/T Rp. 250.000

17. Beianja Surat Tanda Nomur
Kendaraan (STNK):
a. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil

Bupati
1. Kendaraan Dinas Bupati
2. Kendaraan Dinas Wakil Bupati

U/T
U/T

Rp. 2.500.000
Rp. 2.500,000

b Kendaraan Ehnas/Operasional
1. Kendaraan roda 6
2. Kendaraan roda 4
3. Kendmaan roda 3
4 Kendhraan roda 2

U/T
U/T
U/T
U/T

Rp. 2.500.000
Rp. 2.000.000
Rp. 250,000
Rp. 200.000

18. Beianja Sewa Alai Berat
a. beianja Sewa hskavator
b. Beianja Scwa Buldtisci

U/J
U/J

Rp. 500.000
Rp. 500.000

1? Biaya Asuransi Kendaraan Dinas
RodaEmpat

U/T Rp. 6.000.000

20. Beianja Sewa Meja dan Kursi
a. SewaMeja (Penerima Tamu) U/K Rp, 60.000
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b. Sewa Kursi Lipat (Upat Standar)
c. Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP)
d. Sewa. Sorting Kursi
e. Sewa Meja VIP

U/K
U/K
U/K
U/K

Rpr 5.000
Rp. 50.000
Rp. 4.000
Rpr 125,000

21. BelanjaSewa Generator
a Sewa Gcnsct Kckuulan 10000

Walt (Mem)
b. Sewa Genset Kekuatan 10.000

Watt(Biasa)

U/H

U/H

Rp. 2.500.000

Kp. 1.OOOOÜO

22. Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung
Sewa Tenda

U/K Rp. 200.000

23. Bclanja Sewa Pakatan Adat/
Tradisional
Sewa Pakaian Adat/ Traditional
(Sudahtermasuk Ongkos Make Up) Set/Kgt Rp. 400.000

24. SelanjaSewa Pcrkngkapsn/Dekocasi
a. Sewa Panggung ukuran 12m x 10m

Panggung
b. Sewa Lighting (Tata Cahaya)

Lighting

c. Sewa Sound System (Tata Suara)
1 . Sound System Kekuatan 5.000 w
2. Sound System Kekuatan

lO.OOOw
3. Sound SystemKekuatan 20.000w
4. Sound System Kekuatan 3000Cw

± Sewa Karpet Ukuran 6m x 8 m
Karpet

e. Sewa Dekorasi Taman Dekorasi
Taman

Set/Kgt

Set/Kgt

Set/Kgt
Set/Kgt

Sct/Kgt
Set/Kgt
M/kgt

Set/Kgt

Rp. 7.500.000

Rp. 6.000 000

Rp. 2.500,000
Rp. 5.000.000

Rp. 10.000.000
Rp. 15 000.000
Rp. 20.000

Rp. 3.000.000

25. Betaja Pakaian Dinas dan Atnbutny*
a. Belanja Pakaian Dinas Hanan

(PDID Bupati, Wakil Dupah,
Sekda/DPRD dan ASN
1. Pakatan Dinas Bupati/Wakil

Bupati
2. Pakaian Dinas DPRD, Sekch
3, Escion n
4. Esclon HI
5. Eselon TV dan Staf
6. StafPakaian Pol PP dan

Pemadam Kehakaian
7. Pakaian Khusus Protokol

/stel

/stel
/stel
/stel
/std
/stel

/stel

Rp. 1.750.000

Rp. 1.600.000
Rp. 1.000.000
Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp. 500.000

Rp. 500.000
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b. Belanja Pakaian Sipt! Harian

(PSH)
l. PSH Bupaii/Waktl Bupati
2. PSH DPRD, Sekda

c. Belanja Pakaian Sipil Lengkap
(PSL)
1. PSL Bupati/Wakil Bupati
2. PSL DPRD, Sekda

<1 Belanja Pakaian Dinas Upacara
(PDU)
PDU Bupati/Wakil Bupati

/stel
/stel

/stel
/stel

/stel

Rp. 3.000.000
Rp. 2.500.000

Rp. 3.750.000
Rp. 3.5OO.OOO

Rp, 3.730.000
c BelanjaPakaian Stpi! Resmi (PSR)

1. PSR Bupati, Wakil Bupati
2. PSR DPRD, Sekda

f Belanja Pakaian Adat
1. Bupati/Wakil Bupati
2. DPRD, Sekda

/stel
/stel

/stel
/stel

Rp. 3.500.000
Rp. 3.000.000

Rp. 3.000,000
Rp. 3,000.000

20. Belanja Pakaian Han-han/Khusus
(Batik Kegiatan MTQ, HUT
Kabupaten, dan HUTPrcvinsi)
a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD
b. Auggota DPRD, Sekda
c, Asielendan Esdon TT
d, Eseloti UI
e Esehn IV dan Staf

/stel
/stel
/stel
/stel
/stel

Rp, 1.000.000
Rp, 750,000
Rp. 500.000
Rp. 400.000
Rp. 300.000

Diberlakukan
hanya dalam 3
(tiga) kegiatan
tersebut

27. Honorarium Peserta Kegiatan dan
Biaya Transport/konsumsi dan uang
saku bagi Anggota Maayaiakat,
Kekwnpok Tani, OKP, Ormas dan
Siswa yang ditunjuk tnelaksanakan
kegiatan
a. Didalam Wilayah Kabupaten

Pringsewu
b. Keluar Wilayah Kabupaten

Pnngsewu dalam Provinsi
Lampung

l, Keluar Wilayah Kabupaten

O/H

0/H

O/TT

Rp, 50,000

Rp. 150.000

Rp. 250.000

BUPATI PP^GSEWU,

dtö

SÜJAD1

TAMBAHAN BERTTA DAERAH KABUPAJtEU PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR [
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